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TE,NTANG

psoBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOM()1? I TAIII1N 201() I.,141 Aro,
TAMBAIIAN PENGIIASILAN PEGAWAI NEGERI

DI LINGKUNGAN PEMEkINTAI I I )AEPAI I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI POSO,

menimbang : a .  bahwa pemenuhan kebutuhan Dokter Ahli, Dokter Umum
dan Dokter Gigi di Kabupaten Poso yang merupakan tialah
satu komponen utama dalam sistem pelayanan kesehatan
masih sangat diperlukan;

b. bahwa pemberian Tambahan Pengahsilan bertujuan untuk
meningkatkan kiner ja,  disipl in, kual i tas pelayanan, d a n
meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipi l  Dokter
Ahli, D o k t e r  U m u m  d a n  Dok te r  G i g i  y a n g  diber ikan
berdasarkan prinsip pemenuhan kriteria dan ketersediaan
anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam h u r u f  a dan h u r u f  b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2 0 1 9  t e n t a n g  Tambahan  Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat: 1 .  Undang-Undang N o m o r  2 9  T a h u n  1 9 5 9  t e n t a n g
Pembentukan Daerah Tingkat  I I  d i  Sulawesi (Lembaran
Negara R e p u b l i k  Indones ia  Ta h u n  1 9 5 9  N o m o r  7 4 ,
Tambahan L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor  5  Ta h u n  2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 N o m o r  6  Ta m b a h a n  Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan D a e r a h  ( L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Ta h u n  2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah te rakh i r  dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun
2015 t e n t a n g  Perubahan  K e d u a  a t a s  Undang-Undang
Nomor 2 3  Ta h u n  2 0 1 4  ten tang  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Ta m b a h a n  L e m b a r a n  Negara  R e p u b l i k  Indonesia,
Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner



1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 8  Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia No 4 5 7 8 ) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang P e d o m a n  Pengelolaan Keuangan Daerah ,
sebagaimana te lah  d iubah terakhlr  dengan Peraturan
Menteri Da lam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 3  Ta h u n  2006  tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 310);

6. Peraturan Bupati Nomor 1 T
Penghasilan a b u n  2019 tentang Tarnbahan
Daerah (Ber i ta  Pegawai D Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Nomor 1); a e r a h  Kabupaten Poso Tabun 2019

M EM UTUSKAN :

: PERATURAN B U PAT I  TENTANG PERUBAHAN ATA S
PERATURAN BUPATI NOMOR 1  TAHUN 2019 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL D I
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAI-I.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sip i l  d i
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Poso Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1 (satu)
ayat yakni  ayat ( la) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 32

(1) PNS y a n g  t e l a h  m e m p e r o l e h  T P P  d a p a t
diberikan honorarium pada kegiatan di luar togas dan
fungsi dar i  PNS yang bersangkutan dalam volume
terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.

(1a)Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ,  bagi PNS Dokter Ahli, Dokter Umum dan
Dokter Gigi dapat diberikan TPP.

(2) Dalam h a l  a la i  rekam kehadiran secara elektronik
belum dan/atau tidak dapat difungsikan, pembayaran
TPP tetap dibayarkan berdasarkan daftar rekapitulasi
kehadiran secara manual.

(3) PNS yang telah melakukan rekam kehadiran, namun
tidak berada ditempat kerja pada jam kerja tanpa
sepengetahuan atasan langsung maka dapat dibatalkan

kehadirannya dan terhitung tidak masuk kerja
tanpa keterangan.

(4) Pembatalan daftar kehadiran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung PNS
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yang bersangkutan dengan membuat surat pernyataan
pembatalan kehadiran.

(5) Format  Pembatalan Da f ta r  kehadiran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s e t i a p  o r a n g  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupat i  i n i  dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Diundangkan di Pos
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

/

Ditetapkan di Poso
pada tanggal -2-61 A r ' l  2 0 2 0

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

YAN EDWARD GULUDA
BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2020 NOMOR '1--

2020
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